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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penarikan kendaraan bermotor sebagai 

objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan ketentuan dalam 

POJK No. 30/POJK.05/2014. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan benda kepada 

kreditur dengan ketentuan bahwa benda tetap dikuasai oleh debitur. Prosedur penarikan 

kendaraan dilakukan oleh Debt collector yang terdaftar dalam badan hukum resmi dan 

memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan. Penarikan dilakukan dengan memenuhi 

persyaratan hukum yang berlaku, termasuk surat tugas penyitaan dan sertifikat jaminan 

fidusia.  

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat, 

seperti penurunan nilai jaminan akibat kebangkrutan debitur, objek jaminan yang tidak 

terdaftar atau musnah, dan lamanya proses eksekusi yang disebabkan oleh kurangnya 

penilaian objek oleh kreditur. Selain itu, sita jaminan juga menghambat proses eksekusi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum sudah jelas, pelaksanaannya 

masih terkendala oleh faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi efektivitas penarikan 

jaminan fidusia. 

Kata Kunci: Penarikan Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, Debt collector, Eksekusi 

Jaminan, Hambatan Eksekusi. 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat memiliki tanggung jawab besar 

dalam memastikan setiap aspek kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan cita-

cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu wujud dari 

tanggung jawab ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh rakyat, 

serta ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu sektor penting yang mencerminkan 
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kebutuhan masyarakat modern sekaligus tantangan hukum dan ekonomi adalah 

kepemilikan alat transportasi, khususnya kendaraan bermotor.1  

Kerndaraan berrmotor terlah mernjadi bagian pernting dari kerhidurpan masyarakat 

Indonersia. Di terngah turnturtan mobilitas yang tinggi, terrurtama pada erra moderrn dan 

indurstrialisasi serperrti serkarang, kerndaraan burkan lagi dianggap serbagai barang 

merwah, merlainkan kerburturhan ersernsial. Perrurbahan ini serjalan derngan merningkatnya 

aktivitas erkonomi, sosial, dan burdaya masyarakat yang mermburturhkan erfisiernsi 

waktur dan ternaga dalam kerhidurpan serhari-hari. Mobil dan serperda motor kini mernjadi 

alat transportasi urtama yang merndurkurng berrbagai aktivitas, murlai dari perrjalanan ker 

termpat kerrja, kergiatan perndidikan, hingga transportasi barang urnturk kerperrluran 

bisnis. 

Fernomerna ini tidak terrlerpas dari persatnya perrkermbangan indurstri otomotif. 

Prodursern kerndaraan berrlomba-lomba mernawarkan inovasi terknologi terrbarur yang 

mermberrikan kernyamanan, erfisiernsi bahan bakar, hingga fiturr keramanan canggih. 

Serlain itur, stratergi permasaran serperrti diskon bersar-bersaran, program turkar tambah, 

dan layanan purrna jural yang mermadai turrurt mermerngarurhi kerpurtursan masyarakat 

urnturk mermiliki kerndaraan. Namurn, tingginya harga kerndaraan serring kali mernjadi 

kerndala urtama bagi serbagian bersar masyarakat, serhingga sisterm permbayaran sercara 

krerdit ataur angsurran mernjadi solursi yang banyak diminati.2  

Krerdit kerndaraan berrmotor terlah mernjadi salah satur pilar pernting dalam 

merndurkurng perrturmburhan erkonomi Indonersia. Merlaluri fasilitas ini, masyarakat dapat 

mermiliki kerndaraan tanpa harurs mermbayar sercara turnai. Krerdit mermberrikan 

flerksibilitas permbayaran yang lerbih ringan serhingga daya berli masyarakat merningkat. 

Namurn, di balik manfaat ini, sisterm krerdit jurga mernghadirkan berrbagai tantangan, 

terrurtama terrkait risiko krerdit macert. Krerdit macert terrjadi kertika derbiturr gagal 

 
1 Ridwan H R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 265. 
2 Yuzrizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ,MNC 

Publishing, Malang, 2015, hlm.1. 
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mermernurhi kerwajiban permbayaran angsurran, yang pada akhirnya berrdampak burrurk 

pada arurs kas lermbaga permbiayaan.3  

Urnturk merminimalkan risiko terrserburt, lermbaga permbiayaan mernerrapkan prinsip 

kerhati-hatian merlaluri analisis berrbasis 5C (Collaterral, Capacity, Capital, Characterr, 

dan Condition of Erconomy). Analisis ini berrturjuran mermastikan bahwa calon derbiturr 

mermiliki kapasitas finansial, jaminan yang mermadai, serrta rerkam jerjak yang baik 

dalam mermernurhi kerwajiban kerurangan. Merski dermikian, implermerntasi prinsip ini 

tidak serlalur berrhasil. Dalam banyak kasurs, derbiturr yang gagal mermbayar cicilan 

bahkan merlakurkan perlanggaran hurkurm serperrti pernggerlapan kerndaraan yang masih 

dalam masa krerdit. Tindakan ini jerlas merlanggar hurkurm dan dapat dikernakan sanksi 

pidana sersurai Pasal 372 KUrHP.4  

Krerdit macert jurga mernimburlkan perrmasalahan lain, yakni pernggurnaan jasa Derbt 

collerctor olerh lermbaga permbiayaan urnturk mernagih urtang ataur mernyita kerndaraan 

berrmotor dari derbiturr yang lalai. Derbt collerctor adalah pihak kertiga yang berrtindak 

serbagai perrpanjangan tangan krerditor dalam mernyerlersaikan masalah krerdit macert. Di 

nergara-nergara majur, profersi ini diorganisasi sercara profersional olerh agernsi khursurs 

yang mermiliki rergurlasi kertat. Namurn, di Indonersia, citra Derbt collerctor serring kali 

nergatif karerna mertoder pernagihan yang dianggap tidak manursiawi, serperrti intimidasi, 

kerkerrasan, hingga perlanggaran privasi derbiturr. Laporan Otoritas Jasa Kerurangan 

(OJK) mernurnjurkkan bahwa banyak perngaduran masyarakat terrkait perrilakur Derbt 

collerctor, yang merncerrminkan perrlurnya perngawasan lerbih kertat terrhadap aktivitas ini. 

Rergurlasi serbernarnya terlah mernertapkan standar profersionalismer bagi Derbt collerctor.5   

Berrdasarkan Perraturran OJK No. 35/POJK.05/2018, serorang Derbt collerctor 

diwajibkan mermiliki serrtifikasi di bidang pernagihan serrta mernjalankan turgas sersurai 

 
3 Shavira Ramadhanneswari, penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan  terhadap 

debitur yang mengalami kredit macet (wanpretasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis, 

Diponegoro Law Jurnal,Vol.6 No.2 Tahun 2017,hlm.2 
4 Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 67  
5 https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-paling-banyak-terima-pengaduan-soal-debt- 

collector-leasing Diakses pada 22 November 2024. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-paling-banyak-terima-pengaduan-soal-debt-collector-leasing
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-paling-banyak-terima-pengaduan-soal-debt-collector-leasing
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derngan prinsip hurkurm yang berrlakur. Merrerka jurga harurs mermiliki kerterrampilan 

komurnikasi, nergosiasi, dan analisis yang baik urnturk mernyerlersaikan perrmasalahan 

tanpa mernimburlkan konflik barur. Merski dermikian, perlanggaran terrhadap rergurlasi ini 

masih serring terrjadi, terrurtama dalam siturasi di mana lermbaga permbiayaan lerbih 

merngurtamakan hasil cerpat daripada proserdurr yang bernar.6  

Serlain masalah Derbt collerctor, krerdit macert jurga berrdampak pada stabilitas 

lermbaga permbiayaan itur serndiri. Kertika arurs kas terrganggur akibat banyaknya krerdit 

berrmasalah, lermbaga permbiayaan tidak mampur mermberrikan layanan krerdit kerpada 

derbiturr lain. Jika kondisi ini terrurs berrlangsurng, dapat mermicur kerbangkrurtan lermbaga 

permbiayaan dan berrdampak sistermik pada erkonomi nasional. Olerh karerna itur, 

pernyerlersaian krerdit macert harurs dilakurkan sercara hati-hati derngan tertap mermaturhi 

prinsip keradilan dan hurkurm7. 

Di sisi lain, derbiturr jurga mermiliki tanggurng jawab moral dan hurkurm urnturk 

mermernurhi kerwajiban yang terlah diserpakati dalam perrjanjian krerdit. Tindakan serperrti 

mernghindari permbayaran ataur merngalihkan kerndaraan kerpada pihak kertiga tanpa 

izin adalah bernturk perlanggaran serriurs yang dapat dikernakan sanksi pidana. Erdurkasi 

kerpada masyarakat terntang perntingnya tanggurng jawab dalam krerdit, terrmasurk 

risiko hurkurm yang dihadapi jika terrjadi wanprerstasi, mernjadi langkah pernting urnturk 

merngurrangi kasurs krerdit macert8. 

Dalam jangka panjang, diperrlurkan sinerrgi antara permerrintah, lermbaga 

permbiayaan, dan masyarakat urnturk mernciptakan sisterm krerdit yang serhat dan 

berrkerlanjurtan. Rergurlasi yang jerlas dan tergas, perngawasan kertat terrhadap lermbaga 

permbiayaan, serrta perningkatan kersadaran hurkurm masyarakat adalah kurnci urnturk 

merncapainya. Derngan dermikian, sisterm krerdit tidak hanya mernjadi alat urnturk 

 
6 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN  No. 35/POJK.05/2018 
7 Endeh Suhartini, Any Yumarni, Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Pekerja 

Migran Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan", Prosiding Seminar Nasional Hukum (SNH), Universitas 

Djuanda, 2 Mei 2019, 
8 Google Scholar. (2021). Cluster 12530329285761837993: Understanding Labor Law in Indonesia. 

Diakses dari https:// scholar.google.com/ scholar? cluster= 125303 29285761837993&hl = en&oi=scholarr 
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mermernurhi kerburturhan masyarakat, tertapi jurga mernjadi perndorong perrturmburhan 

erkonomi yang inklursif, adil, dan berrkerlanjurtan9. 

 

METODE PENELITIAN  

Pernerlitian hurkurm adalah kergiatan ilmiah yang dilakurkan sercara sistermatis 

derngan mernggurnakan mertoder, sistermatika, dan permikiran terrterntur urnturk 

mermperlajari berrbagai gerjala hurkurm merlaluri analisis yang merndalam. Kergiatan ini 

berrturjuran merngurngkap kerbernaran, mermahami reralitas hurkurm, dan mermberrikan 

solursi atas berrbagai perrmasalahan hurkurm yang dihadapi. Mertoder pernerlitian hurkurm 

serndiri merrurpakan proserdurr ataur cara urnturk mermperrolerh perngertahuran yang bernar 

merlaluri langkah-langkah yang sistermatis. Dalam pernerlitian ini, pernderkatan yang 

digurnakan adalah mertoder yurridis ermpiris, yaitur pernderkatan yang mernggaburngkan 

kajian terrhadap norma-norma hurkurm derngan data yang diperrolerh dari praktik di 

lapangan. Pernderkatan ini mermurngkinkan pernerliti urnturk mermahami hurburngan 

antara hurkurm normatif derngan perlaksanaannya dalam kerhidurpan nyata, merlaluri 

analisis data primerr dari lapangan dan bahan hurkurm yang rerlervan. Data yang 

dikurmpurlkan merncakurp bahan hurkurm primerr, serperrti urndang-urndang dan 

perraturran; bahan hurkurm serkurnderr, serperrti burkur dan jurrnal ilmiah; serrta bahan 

hurkurm terrsierr, serperrti kamurs hurkurm dan ernsikloperdia. 

Dalam pernerlitian yurridis ermpiris, surmberr data urtama adalah data primerr yang 

diperrolerh merlaluri wawancara, obserrvasi, dan kurersionerr kerpada pihak-pihak terrkait, 

serperrti aparat pernergak hurkurm, masyarakat, ataur ahli hurkurm. Serlain itur, data 

serkurnderr dari sturdi kerpurstakaan digurnakan urnturk mermperrkurat analisis. Terknik 

perngurmpurlan data dilakurkan merlaluri wawancara merndalam urnturk mernggali 

informasi dari narasurmberr yang rerlervan, obserrvasi langsurng terrhadap siturasi hurkurm 

 
9 Yumi Yuningsih, Hj. Endeh Suhartini, Jacobus Jopie Gilalo, “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban 

Apotek atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan”, Jurnal Hukum to-ra, Volume 10, Issue 2 (2024): Fakultas Hukum 

Universitas Djuanda Bogor, P-ISSN 2442-8019, E-ISSN 2620-9837. 
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di lapangan, serrta analisis dokurmern urnturk mermahami konterks normatif dari isur 

hurkurm yang dikaji. Data yang terlah dikurmpurlkan kermurdian dianalisis mernggurnakan 

pernderkatan kuralitatif, derngan cara mernderskripsikan, mernginterrprertasikan, dan 

mernyimpurlkan hasil berrdasarkan terori dan norma hurkurm yang ada. Validitas data 

dijamin merlaluri mertoder triangurlasi, yaitur mernggaburngkan berrbagai surmberr dan 

terknik perngurmpurlan data urnturk mermastikan kerakurratan dan kerabsahan hasil 

pernerlitian.10  

Pernderkatan ini mermberrikan kerurnturngan karerna tidak hanya mernggambarkan 

terori hurkurm, tertapi jurga mermberrikan gambaran nyata merngernai perlaksanaan hurkurm 

di masyarakat. Derngan dermikian, pernerlitian ini mampur merngiderntifikasi 

kersernjangan antara hurkurm normatif dan implermerntasinya, serrta mermberrikan 

rerkomerndasi yang rerlervan bagi permburat kerbijakan. Analisis terrhadap data primerr 

dan serkurnderr mermurngkinkan pernerliti mermahami erferktivitas hurkurm serrta tantangan 

yang dihadapi dalam pernerrapannya. Sercara kerserlurrurhan, pernerlitian ini tidak hanya 

berrturjuran urnturk merngurngkap reralitas hurkurm, tertapi jurga berrkontribursi dalam 

perngermbangan kerbijakan hurkurm yang lerbih erferktif, rersponsif, dan sersurai derngan 

kerburturhan masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kata Fidursia asal kata latin fidurcia yang mernurrurt Kamurs Hurkurm berrartikerperrcayaan. 

Istilah Fidursia dalam bahasa Indonersia adalah pernyerrahan hak milik sercara kerperrcayaan, 

serdangkan dalam terrminologi Berlanda diserburt jurga derngan istilah fidurciarer erigerndom 

overrdracht. Fidursia berrasal dari kata fierds yang berrarti kerperrcayaan. Kerperrcayaan 

mermpurnyai arti bahwa permberri jaminan perrcaya dalam pernyerrahan hak miliknya tidak 

dimaksurdkan urnturk bernar-bernar mernjadikan krerditurr permilik atas bernda dan jika perrjanjian 

pokok fidursia dilurnasi, maka bernda jaminan akan kermbali mernjadi milik permberri jaminan.11   

 
10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 113 
11 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. hlm. 
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Fidursia adalah perngalihan hak kerpermilikan suratur bernda atas dasar kerperrcayaan 

derngan kerternturan bahwa bernda yang hak kerpermilikanya dialihkan terrserburt dalam 

perngurasaan permilik barang (Pasal 1 angka 1 UrUrJB). Jaminan Fidursia adalah hak jainan atas 

bernda berrgerrak baik yang berrwurjurd maurpurn yang tidak berrwurjurd dan bernda tidak berrgerrak 

khursursnya bangurnan yang tidak dapat diberbani Hak Tanggurngan serbagaimana dimaksurd 

dalam Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 1996 terntang Hak Tanggurngan yang tertap dalam 

perngurasaan permberri fidursia, serbagai agurnan bagi perlurnasan hurtang terrterntur, yang 

mermberrikan kerdurdurkan diurtamakan kerpada pernerrima fidursia terrhadap krerditurr lainnya 

(Pasal 1 angka 2 UrUrJB).  

Pernyerrahan hak milik atas bernda ini dimaksurdkan hanya serbagai tangurngan  bagi 

perlurnasan urtang terrterntur, dimana mermberrikan kerdurdurkan yang diurtamakan kerpada 

pernerrima fidursia (krerditurr) terrhadap krerditurr lainnya. Sernada derngan perngerrtian diatas, 

kerternturan dalam Pasal 1 angka 1 UrndangUrndang Nomor 42 Tahurn 1999 Terntang Jaminan 

Fidursia mernyatakan: ”Fidursia adalah perngalihan hak kerpermilikan suratur bernda atas dasar 

kerperrcayaan derngan kerternturan bahwa bernda yang hak kerpermilikannya dialihkan terrserburt 

tertap dalam perngurasaan permilik bernda 

Perlaksanaan pernarikan objerk fidursia kerndaraan roda ermpat di PT. Jaya Mandir 

dilakurkan terrhadap curstomerr yang merlakurkan wanprerstasi derngan perngambilan kermbali 

barang jaminan dari tangan curstomerr maurpurn di tangan pihak kertiga pernerrima fasilitas, 

terrdapat masalah dimana dalam pernarikan sercara mermaksa dan jurga tidak merndafaftarkan 

nomor fidursianya. mernyerbabkan terrjadinya kerriburtan kertika ingin merlakurkan pernarikan 

objerk.Perlaksanaan erkserkursi jaminan fidursia Berrdasarkan UrndangUrndang No 42 tahurn 1999 

terntang Jaminan Fidursia pada PT. Jaya Mandir berlurm terrlaksana serbagaimana merstinya 

dimana PT. Jaya Mandir, pihak PT Rimba Harimaur Pasisier jurga tidak merlakurkan perndaftaran 

jaminan objerk terrserburt kerkantor perndaftaran jaminan fidursia serhingga dapat dinyatakan 

pihak lermbaga permbiayaan tidak mermiliki surrat anggurnan fidursia. yang merrurpakan urpaya 

terrakhir PT. Jaya Mandir urnturk pernyerlamatan assert dalam urpaya merminimalisasi kerrurgian, 

apabila curstomerr tidak sanggurp lagi merlakurkan permbayaran angsurran derngan merlakurkan 

pernjuralan barang jaminan.12  

 
12 UndangUndang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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Objerk jaminan fidursia yang tidak diserrahkan olerh derbiturr Dalam hal merlaksanakan 

erkserkursi jaminan fidursia tidak jarang derbiturr yang tidak berritikad baik merlakurkan tindakan 

yang kooperratif derngan bank yaitur derngan tidak mernyerrahkan objerk jaminan fidursia pada 

saat perlaksanaan erkserkursi, ternturnya hal ini sangat mernyurlitkan pihak derbiturr dimana hal ini 

dikarernakan Urndang- Urndang Jaminan Fidursia merngisyaratkan agar serberlurm dilaksanakan 

erkserkursi jaminan fidursia. Derbiturr jurga mernanggapi perrtanyaan terntang hal ini dan 

mermberrikan jawabannya “saya surdah merlakurkan cicilan surdah serterngahnya, pihak 

lerasing tidak bisa mermbawa kerndaraan roda ermpat saya serperrti itur,pihak lerasing harurs 

mernganti urang yang saya surdah cicil karerna jika saya mernyerrahkan serperrti itur saja saya 

kerhilangan kerndaraan dan urang saya”13  

 Factor pernghambat dalam pernarikan jaminan fidursia pada PT. Jaya Mandir fidursia 

didasari pada mernurrurnnya jurmlah ataur nilai jaminan terrserburt yang diserbabkan ursaha derbiturr 

merngalami kerbangkrurtan,tidak didaftarkannya fidursia,mursnahnya objerk, prosers 

pernarikannya lama dan kurrangnya pernilaian olerh krerditurr terrhadap objerk jaminan terrserburt 

pada sertiap 14 Prosers erkserkursi mermburturhkan waktur yang lama Erkserkursi objerk jaminan 

fidursia tidak jarang dalam perlaksanaanya mermerrlurkan jangka waktur yang lama, hal ini 

diserbabkan karerna harga jural yang terlah diserpakati olerh krerditurr pernerrima fidursia dan 

derbiturr permberri fidursia terrlalur mahal bagi permberli, hal ini merngakibatkan prosers erkserkursi 

tidak berrlangsurng dalam waktur yang cerpat. 

 

KESIMPULAN  

Berrdasarkan hasil pernerlitian ini, dapat disimpurlkan bahwa fidursia, yang berrasal dari 

kata Latin "fidurcia" yang berrarti kerperrcayaan, adalah suratur bernturk perngalihan hak 

kerpermilikan suratur bernda kerpada krerditurr, namurn tertap dalam perngurasaan derbiturr. Konserp 

ini diaturr dalam Urndang-Urndang No. 42 Tahurn 1999 terntang Jaminan Fidursia, yang 

mernyatakan bahwa objerk jaminan fidursia dapat berrurpa bernda berrgerrak ataur tidak berrgerrak, 

yang berrfurngsi serbagai agurnan urnturk perlurnasan urtang derbiturr. Dalam perlaksanaannya, 

 
13 Wawancara kepada debitur 25 November 2024. 
14 E-Jurnal,https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046, Diakses pada 

24 November 2024. 
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fidursia mermberrikan kerdurdurkan prioritas kerpada pernerrima fidursia, yaitur krerditurr, 

dibandingkan derngan krerditurr lainnya jika derbiturr gagal mermernurhi kerwajibannya. 

Perlaksanaan erkserkursi jaminan fidursia di PT. Jaya Mandir, yang dilakurkan terrhadap 

derbiturr yang merngalami wanprerstasi, mernghadapi berrbagai tantangan signifikan. Salah satur 

masalah urtama adalah tidak terrdaftarkannya objerk jaminan fidursia di kantor perndaftaran 

fidursia, yang mernyerbabkan pihak lermbaga permbiayaan tidak mermiliki surrat jaminan yang 

sah sercara hurkurm. Hal ini merngakibatkan kerriburtan dan perrserlisihan saat pihak krerditurr 

merncoba urnturk mernarik objerk jaminan fidursia. Padahal, sersurai derngan kerternturan dalam 

Urndang-Urndang Jaminan Fidursia, perngalihan hak kerpermilikan ini serharursnya dilakurkan atas 

dasar kerperrcayaan derngan kerternturan bahwa bernda terrserburt tertap berrada dalam perngurasaan 

derbiturr serlama perrjanjian pokok dilurnasi. 

Serlain itur, erkserkursi jaminan fidursia jurga serring kali terrhambat olerh sikap derbiturr yang 

tidak kooperratif. Berberrapa derbiturr mernanggapi perrmintaan pernarikan objerk jaminan derngan 

argurmern bahwa merrerka surdah mermbayar serbagian cicilan, dan karerna itur, merrerka merrasa 

berrhak atas kerndaraan yang surdah merrerka bayar. Hal ini merngindikasikan adanya 

permahaman yang kurrang terpat merngernai kerdurdurkan dan hak-hak yang diberrikan olerh 

jaminan fidursia, yang mernyerbabkan kertidakjerlasan dalam prosers erkserkursi. 

Faktor lain yang mernghambat perlaksanaan pernarikan jaminan fidursia adalah 

pernurrurnan nilai objerk jaminan akibat kerbangkrurtan ursaha derbiturr ataur mursnahnya objerk 

terrserburt. Prosers erkserkursi yang mermakan waktur lama serring diserbabkan olerh adanya 

kerserpakatan harga yang tidak reralistis antara pihak krerditurr dan derbiturr. Harga jural objerk 

yang terrlalur tinggi urnturk calon permberli mernghambat kerlancaran pernjuralan hasil erkserkursi. 

Serlain itur, faktor kurrangnya pernilaian yang terpat terrhadap objerk jaminan serberlurm dilakurkan 

erkserkursi, jurga mernjadi salah satur kerndala yang mermperrburrurk perlaksanaan erkserkursi ini. 

Dari sisi hurkurm, perlaksanaan jaminan fidursia di PT. Jaya Mandiri masih berlurm berrjalan 

derngan maksimal. Hal ini terrlihat dari tidak dilakurkannya perndaftaran fidursia terrhadap objerk 

jaminan yang serharursnya dicatatkan urnturk mernjamin lergalitas hak atas bernda yang 

dijaminkan. Akibatnya, pihak lermbaga permbiayaan tidak dapat mermastikan kerpermilikan sah 

atas objerk jaminan fidursia, yang serharursnya mernjadi langkah urtama dalam merlindurngi hak-

hak pihak pernerrima fidursia. Pada kernyataannya, hal ini jurstrur mermperrburrurk posisi lermbaga 
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permbiayaan dalam mernghadapi masalah erkserkursi, terrurtama dalam urpaya urnturk 

merminimalkan kerrurgian yang ditimburlkan olerh wanprerstasi derbiturr. 

Serlain itur, adanya hambatan berrurpa sita jaminan yang tidak erferktif jurga berrkontribursi 

pada mermperrlambat prosers erkserkursi. Sita jaminan yang dilakurkan tidak jarang berrterntangan 

derngan kerternturan hurkurm yang ada, karerna tidak diserrtai derngan dokurmern yang sah ataur 

kurrangnya koordinasi antara pihak krerditurr, derbiturr, dan pihak berrwernang. 

Sercara kerserlurrurhan, merskipurn kerternturan merngernai jaminan fidursia terlah diaturr derngan 

curkurp jerlas dalam Urndang-Urndang No. 42 Tahurn 1999, perlaksanaannya di lapangan masih 

merngalami berrbagai hambatan yang mermerrlurkan perrhatian lerbih. Di antaranya adalah 

perntingnya perndaftaran fidursia yang sah, perrlur adanya koordinasi yang lerbih baik antara 

lermbaga permbiayaan dan pihak terrkait dalam prosers erkserkursi, serrta perningkatan 

permahaman derbiturr merngernai hak dan kerwajibannya dalam perrjanjian fidursia. Serlain itur, 

ervalurasi yang lerbih cerrmat terrhadap nilai objerk jaminan dan harga jural yang reralistis akan 

sangat mermbantur mermperrlancar prosers erkserkursi dan merminimalkan kerrurgian yang 

ditanggurng olerh pihak-pihak yang terrlibat. 

Urnturk itur, disarankan agar PT. Jaya Mandiri dan lermbaga permbiayaan lainnya lerbih 

mermperrhatikan dan merngimplermerntasikan kerternturan hurkurm derngan lerbih kertat, serrta 

merlibatkan pihak-pihak yang berrkompertern dalam merlakurkan ervalurasi terrhadap objerk 

jaminan fidursia, agar prosers erkserkursi dapat berrjalan lerbih erfisiern dan sersurai derngan perraturran 

yang berrlakur. Derngan dermikian, perlaksanaan jaminan fidursia dapat mermberrikan manfaat 

maksimal bagi sermura pihak yang terrlibat, baik permberri maurpurn pernerrima fidursia, serrta 

merningkatkan kerperrcayaan dalam sisterm permbiayaan di Indonersia. 
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